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ABSTRACT

THE EFFECT OF AUDIT FINDINGS
ON THE AUDIT’S OPINION
DISTRICT/CITY IN SUMATERA

By

Jumadi Rudiansyah

This study aims to determine the effect of the number of audit findings
on the opinion of the Government Audit Agency of Indonesia (BPK) at the district
/ city government in Sumatra. The audit findings that allegedly greatly influenced
the opinion of the Government Audit Agency of Indonesia (BPK) in this study
become independent variables are the number of audit findings of Internal Control
System, and number of findings on compliance audit and review on the laws and
regulations.

The type of research used in this study is quantitative research using
secondary data obtained from the audit report of the Government Audit Agency of
Indonesia (BPK) on the Local Government Financial Report of district and
municipal governments. Population used in this research is district government
and city in Indonesia. Selection of sample using purposive sampling method, that
is sampling technique which member of sample is selected specially based on
certain criterion for research purpose. The criteria used in the sample
determination are the districts and municipalities in Sumatera that present the
financial statements of 2015, which have received reports of audit results from the
Financial Audit Agency of the Government of the Republic of Indonesia (BPK).

The results concluded that the number of findings on the Internal
Control System audit and the number of findings on compliance audits partially
affect the opinion of the Government Audit Agency of Indonesia (BPK).

Keywords: opinion, number of audit findings of Internal Control System, number
of findings on compliance audit



ABSTRAK

PENGARUH JUMLAH TEMUAN AUDIT TERHADAP
OPINI AUDIT KABUPATEN/KOTA
SE-SUMATERA

Oleh

Jumadi Rudiansyah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah temuan audit
terhadap opini BPK pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera. Temuan audit
yang diduga sangat mempengaruhi opini BPK menjadi variabel bebas pada
penelitian ini yaitu temuan atas pemeriksaan SPI dan temuan atas pemeriksaan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian
kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan hasil
pemeriksaan BPK atas LKPD kabupaten/kota. Populasi yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten dan kota se-Indonesia.
Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik
sampling yang anggota sampelnya dipilih secara khusus berdasarkan kriteria
tertentu untuk tujuan penelitian. Kriteria yang digunakan dalam penentuan sampel
adalah kabupaten dan kota di sumatera yang menyajikan laporan keuangan tahun
2015, yang telah mendapat laporan hasil pemeriksaan dari BPK.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa jumlah temuan atas pemeriksaan
SPI dan jumlah temuan atas pemeriksaan kepatuhan secara parsial berpengaruh
terhadap opini audit Badan Pemeriksa Keuangan.

Kata kunci: opini, jumlah temuan pemeriksaan SPI, jumlah temuan atas
pemeriksaan kepatuhan
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PENGARUH JUMLAH TEMUAN AUDIT TERHADAP
OPINI AUDIT KABUPATEN/KOTA
SE-SUMATERA

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Reformasi organisasi sektor publik pada pemerintahan di beberapa negara
didasarkan pada asumsi bahwa dengan meningkatkan kualitas mekanisme tata
kelola dan akuntabilitas akan meningkatkan kinerja organisasi sektor publik. Dalam
konteks penelitian ini, opini audit atas LKPD diasumsikan berfungsi sebagai dasar
legitimasi yang diberikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap
Pemerintah Daerah, khususnya masyarakat. Ketika opini audit sesuai dengan
harapan masyarakat maka hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya sumber
daya masyarakat yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk pajak
daerah dan retribusi daerah (Pendapatan Asli Daerah), sehingga dapat dikatakan
bahwa opini audit berpengaruh terhadap pencapaian realisasi pendapatan

Pemerintah Daerah, yaitu dari sektor PAD.

Dengan semangat reformasi, Indonesia mulai menerapkan otonomi daerah
ditandai dengan adanya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan
UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Daerah. Sejalan dengan perkembangan waktu dan kebutuhan, pada tahun 2004
UU No. 22 dicabut dan digantikan oleh UU No. 32 Tahun 2004, lalu pada tahun
2014 digantikan lagi oleh UU No. 23 tahun 2014. Menurut UU No. 23 tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah “Otonomi daerah adalah hak, dan wewenang daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan



kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
Hal ini mengisaratkan bahwa dengan adanya otonomi daerah maka Pemerintah
Daerah diberikan tugas dan tanggung jawab yang lebih besar dalam mengatur

rumah tangga daerahnya masing-masing.

Adanya otonomi daerah menyebabkan tuntutan bagi setiap daerah untuk
dapat melaksanakan kemandirian atas Pemerintah Daerahnya masing-masing.
Dalam hal ini, Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat menyajikan laporan
keuangan sebagai perwujudan dalam pencapaian transparansi dan akuntabilitas
publik yang terjadi akibat peningkatan kesadaran masyarakat terhadap
penyelenggaraan administrasi publik. Peningkatan kesadaran masyarakat juga
memicu timbulnya gejolak yang berakar pada ketidakpuasan terhadap kinerja
keuangan Pemerintah Daerah. Tuntutan yang semakin tinggi ditujukan terhadap
pertanggungjawaban yang diberikan oleh penyelenggara negara atas kepercayaan
yang diberikan oleh rakyat. Kondisi ini mendorong peningkatan kebutuhan adanya
suatu pengawasan, sebagai mana yang terjadi pada sektor swasta, dimana ada
hubungan agensi. Pada sektor publik khususnya pemerintah daearah, hubungan
agensi ini dipresentasikan antara pemerintah daerah dan DPRD, pemerintah daerah
digambarkan sebagai agen dan DPRD yang merupakan perwakilan rakyat sebagai
principle. Dalam urusan pertanggungjawaban, pemerintah daerah setiap tahun
menyampaikan pertanggungjawaban kepada DPRD berupa laporan keuangan.
Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas informasi laporan keuangan
maka laporan keuangan sebelum disampaikan kepada DPRD harus diaudit terlebih

dahulu oleh auditor eksternal yaitu BPK (PP No. 58 Tahun 2005).



Dalam melakukan audit terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, BPK
memiliki pedoman yaitu Perturan Kepala BPK RI Nomor 1 tahun 2007 tentang
standar pemeriksaan keuangan negara. Pada standar pemeriksaan keuangan negara
ini di tegaskan bahwa:

1. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan disajikan sesuai
dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau prinsip
akuntansi yang lain yang berlaku secara komprehensif.

2. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan
keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian
tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan
maka alasannya harus dinyatakan.

3. laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan harus mengungkapkan bahwa
pemeriksa telah melakukan pengujian atas kepatuhan terhadap ketentuan
peraturan perundang- undangan yang berpengaruh langsung dan material
terhadap penyajian laporan keuangan.

4. Pemeriksa harus melaporkan kelemahan pengendalian intern atas pelaporan

keuangan.

5. Pelaporan tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab.

Pada saat melakukan audit laporan keuangan pemerintah daerah, BPK secara
bersamaan melakukan pemeriksaan dan pengujian juga terhadap efektivitas sistem
pengendalian intern dan pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan, sehingga hasil auditnya berupa laporan hasil pemeriksaan (LHP) terdiri

dari 3 buku, yaitu (1) buku laporan keuangan audited, (2) buku hasil pemeriksaan



atas sistem pengendalian intern, dan (3) buku hasil pemeriksaan terhadap kepatuhan

terhadap peraturan perundang-undangan.

BPK-RI dalam buku IHP 2014 menyatakan bahwa opini merupakan
pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang
disajikan dalam laporan keuangan. Adapun kriteria pemberian opini, adalah:
kesesuaian terhadap SAP, efektivitas SPI, kepatuhan terhadap peraturan
perundangan dan kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan. Opini auditor
BPK bisa WTP atau non WTP. Menurut Mahmudi (2011) tingkatan opini auditor
BPK dari urutan yang terbaik terdiri dari : wajar tanpa pengecualian (WTP), wajar
dengan pengecualian (WDP), tidak memberikan pendapat (TMP), dan tidak wajar

(TW).

Menurut BPK-RI dalam buku IHP, opini yang dikeluarkan BPK pada
umumnya berbanding terbalik dengan temuan yang diperoleh auditor, semakin
sedikit temuan, maka semakin baik opininya dan semakin banyak temuan, maka
opininya cendrung semakin tidak baik (BPK-RI, 2014), namun dari pengamatan
penulis terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas LKPD pemerintah
kabupaten dan kota tahun 2015, ditemukan adanya fenomena bahwa ada beberapa
kabupaten/kota yang mendapat opini WTP tapi jumlah temuan audit-nya relatif
lebih besar dari beberapa kabupaten yang memperoleh opini WDP. Fenomena

tersebut dapat dilihat pada tabel di bawabh ini:



Tabel 1.1

Fenomena Penelitian

JUMLAH JUMLAH TEMUAN
NO KABUPATEN/KOTA OPINI KASUS KEPATUHAN
TEMUAN SPI KASUS RP
1 | Kab. Aceh Barat WTP 9 11 1.647.921.538
2 | Kab. Aceh Besar WTP 4 12 17.804.756.620
3 | Kab. Aceh Jaya WTP 9 9 13.633.878.659
4 | Kab. Aceh Timur WTP 7 12 25.406.908.870
5 | Kab. Dharmasraya WTP 8 12 20.854.013.687
6 | Kab. Pasaman WTP 6 13 6.947.562.108
7 | Kab. Bengkalis WTP 10 15 36.807.772.562
8 | Kab. Kepulauan Meranti WTP 10 12 5.611.726.878
9 | Kab. Kuantan Singingi WTP 6 17 13.648.268.727
10 | Kab. Pelalawan WTP 7 11 21.390.810.922
11 | Kab. Siak WTP 9 9 5.275.956.280
12 | Kab. Musi Banyuasin WTP 9 10 22.266.291.018
13 | Kab. Ogan Komering Ulu WTP 9 8 12.190.890.577
14 | Kota Pagar Alam WTP 8 12 4.829.988.193
15 | Kota Palembang WTP 9 18 33.507.899.228
16 | Kab. Karo WDP 5 5 682.011.053
17 | Kab. Langkat WDP 7 5 6.987.841.536
18 | Kab. Lampung Selatan WDP 6 5 15.297.207.848
19 | Kab. Lampung Tengah WDP 6 7 23.855.127.952
20 | Kab. Ogan llir WDP 5 4 15.479.871.238
21 | Kab. Natuna WDP 5 5 12.739.061.500

Sumber : LHP BPK-RI Tahun 2015, data diolah

Pada tabel di atas terlihat di beberapa kabupaten/kota yang memperoleh opini audit

WTP, justru jumlah kasus dan nominal temuan lebih besar dari beberapa kabupaten

yang mendapat opini WDP. Fenomena ini menjadi kontradiktif dengan apa yang

dinyatakan BPK dalam IHP 2014. Munculnya fenomena ini memberi signal bahwa

standar pemeriksaan belum berfungsi sebagai mana mestinya. Semestinya

kabupaten/kota bisa memperoleh opini WTP jika jumlah temuan SPI dan/atau

kepatuhan, baik secara jumlah kasus maupun nilai nominal atau tingkat

materialitasnya relatif rendah. Jika ada kabupaten/kota yang jumlah temuannya




relatif kecil/rendah namun tidak memperoleh opini WTP bisa dimaklumi karena
kemungkinan ada faktor lain selain temuan audit yang mempengaruhi opini audit.
Adanya kabupaten/kota yang memperoleh opini WTP tetapi jumlah temuan
auditnya tinggi, tentunya menjadi menarik karena standar pemeriksaan keuangan
negara mensyaratkan bahwa pemeriksaan LKPD itu harus melalui pengujian
efektifitas SPI dan pemeriksaan terhadap kepatuhan, yang berarti opini terbaik
hanya untuk SPI yang baik dan kepatuhan yang baik serta untuk faktor-faktor
lainnya yang baik. Permasalahan seperti ini jika terus terjadi maka dapat
memunculkan perdebatan, karena dapat membentuk persepsi bahwa adanya unsur
subjektifitas auditor dalam membuat kesimpulan hasil auditnya. Standar audit
sebaiknya dibuat tegas dan jelas. Temuan audit bisa meliputi banyak hal yang
tersaji pada akun LKPD seperti pendapatan, belanja, pengelolaan kas, piutang,
persediaan, pengelolaaan aset tetap dan lain-lain, namun yang paling banyak
dijumpai ialah temuan terkait dengan pengelolaan belanja modal dan pengelolaan

aset tetap.

Laporan hasil pemeriksaan atas LKPD yang disampaikan BPK kepada
Pemda terdiri dari 3 buah buku laporan, yaitu LHP buku 1 selain berisi laporan
keuangan audited juga mencatumkan opini yang diberikan oleh auditor. Buku 2
memuat temuan-temuan auditor terkait efektivitas SPI, berikut rekomendasi atau
tindakan-tindakan yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah selaku audite.
Buku 3 memuat temuan-temuan terkait dengan ketidakpatuhan terhadap peraturan
perundangan atas pelaksanaan pengelolaan keuangan selama satu periode, dan
disertai rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh audite. Dari tahun ketahun

perkembangan tingkat perolehan opini pemerintah daerah semakin baik, hal ini



dapat dilihat pada indek hasil pemeriksaan BPK yang setiap tahun dipulikasikan

secara terbuka oleh BPK-RI melalui web. bpkri.go.id

Menurut laporan BPK dalam IHP semester I tahun 2016: pada tahun 2014 terdapat
sejumlah 252 dari 539 LKPD yang memperoleh opini WTP (47%), sedangkan pada
tahun 2015 terdapat sejumlah 312 dari 533 LKPD yang memperoleh opini WTP
(58%). Dengan demikian, terjadi peningkatan opini WTP sebesar 11 persen.
Sedangkan opini yang mengalami penurunan terdapat 30 dari 533 LKPD atau
sebesar 6 persen. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas 533 LKPD tahun 2015, BPK
memberikan opini WTP atas 312 (58%) LKPD, opini WDP atas 187 (35%) LKPD,
opini TMP atas 30 (6%) LKPD, dan opini TW atas 4 (1%) LKPD. Sebaran opini
tahun 2015 dapat digambarkan dalam diagram seperti terlihat di bawabh ini:

Gambar 1.1
Grafik Opini Atas LKPD Tahun Anggaran 2015
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Sumber : BPK-RI melalui publikasi www.bpk.go.id diakses 17 Maret 2017

Apabila dilihat secara lebih menyeluruh, opini LKPD dalam 5 tahun terakhir (2011-
2015) mengalami perbaikan. Selama periode tersebut, LKPD yang memperoleh
opini WTP naik sebanyak 45 persen, yaitu dari 13% pada tahun 2011 menjadi 58%

pada tahun 2015 seperti digambarkan di bawabh ini.



Gambar 1.2
Grafik Opini LKPD Dalam 5 Tahun Terakhir (2011-2015)
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Sumber : BPK-RI melalui publikasi www.bpk.go.id diakses 17 Maret 2017

Sementara itu, berdasarkan tigkat pemerintahan, LKPD yang diperiksa pada
semester | tahun 2016 terdiri atas 34 LK pemerintah provinsi, 408 LK pemerintah
kabupaten, dan 91 LK pemerintah kota. Perkembangan opini LKPD berdasarkan
tigkat pemda dari tahun 2011 sampai dengan 2015 dapat dilihat pada grafik 3
berikut ini:

Gambar 1.3
Grafik Perkembangan Opini LKPD Berdasarkan Tingkat Pemda 2011 - 2015
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Sumber : BPK-RI melalui publikasi www.bpk.go.id diakses 17 Maret 2017



Dari grafik di atas terlihat, kenaikan opini dari tahun sebelumnya terjadi pada
seluruh level pemerintahan. Pada tahun 2015 untuk pemerintah provinsi, opini
WTP bertambah dari 26 LKPD menjadi 29 LKPD. Begitu pula untuk pemerintah
kabupaten bertambah dari 170 LKPD menjadi 223 LKPD, pada pemerintah kota
dari 56 LKPD menjadi 60 LKPD. Kenaikan opini dari WDP menjadi WTP pada 84
LKPD dan dari TW/ TMP menjadi WDP pada 17 LKPD hal ini disebabkan karena
pemda telah menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK tahun 2014 dengan
melakukan perbaikan atas kelemahan sistem pengendalian intern maupun
ketiakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sehingga akun-akun
disajikan dan diungkapkan sesuai dengan SAP. Dari data di atas nampak jumlah
opini WTP yang diperoleh pemerintah kabupaten/kota sudah sangat tinggi dan sangat
jauh berbeda, jika kita bandingkan dengan tahun 2011, yang hanya berjumlah 57
LKPD kabupaten/kota saja, dari 487 LKPD kabupaten/kota atau hanya sebesar 11,7%.
Hasil pemeriksaan BPK selalu disertai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh
auditee, dan biasanya diberi waktu selama 60 hari kalender. Tindak lanjut ini secara
rutin dipantau oleh BPK dengan melakukan pemeriksaan berupa pemantauan tindak
lanjut terhadap rekomendasi yang mereka keluarkan. Menurut renstra BPK RI tahun
2011-2015, menempatkan persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang
ditindaklanjuti oleh auditee, menjadi indikator kinerja utama (IKU) BPK pada urutan
nomor 1. Selain persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti oleh
auditee yang menjadi IKU nomor 1, jumlah laporan pemantauan kerugian negara yang
diterbitkan oleh BPK merupakan IKU nomor 7. Dengan demikian untuk memperoleh
capaian kinerja yang baik salah satu cara auditor yaitu dengan menghasilkan temuan
audit yang dapat ditindaklanjuti dengan segera, dan temuan yang bernilai kerugian

negara. Kedua IKU BPK di atas tentunya menjadi motivasi auditor, jika IKU nomor
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1, merupakan tolak ukur kinerja atas tindak lanjut temuan audit, sedangkan IKU
nomor 7, adalah tolak ukur kinerja dalam hal laporan pemantauan terhadap kerugian
keuangan negara yang sulit ditindaklanjuti dan diselesaikan.

Di lain sisi bagi pemerintah daerah opini auditor ini amat penting karena
menjadi salah satu alat legitimasi pemerintah daerah di mata masyarakatnya, opini
yang baik adalah pertanda kinerja dibidang tata kelola keuangan yang baik karena
opini merupakan hasil analisis dan pengujian secara cermat terhadap informasi yang
disajkan di dalam laporan keuangan. Hal ini dipertegas oleh kebijakan pemerintah
pusat melalui kementerian keuangan, yang memberikan reward kepada pemerintah
daerah yang memperoleh opini WTP, berupa pemberian dana insentif dengan jumlah
yang cukup besar. Pemberian insentif ini merupakan bentuk penghargaan kepada
pemerintah daerah karena dianggap memiliki kinerja keuangan yang baik, karenanya
opini WTP menjadi suatu yang sangat berarti bagi pemda. Oleh karena itu setiap
pemda selalu berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan opini WTP.

Penentuan opini sangat tergantung dari nilai temuan audit (Atmaja dan
Probohudono, 2015), dan semestinya nilai temuan untuk opini non WTP akan lebih
material jika dibandingkan opini WTP. Namun untuk membuktikan secara empiris
apakah nilai temuan audit pada pemerintah daerah berpengaruh terhadap opini audit
maka perlu dilakukan penelitian dengan melakukan analisis terhadap LHP - LKPD.
Beberapa penelitian pernah dilakukan dalam hal analisis temuan audit BPK,
diantaranya yaitu Atmaja dan Probohudono (2015), judul penelitian: Analisis Audit
BPK RI Terkait Kelemahan SPI, Temuan Ketidakpatuhan dan Kerugian Negara,
Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa kelemahan sistem pengendalian akuntansi
dan pelaporan (SPAP), ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan dan temuan kerugian negara dapat mempengaruhi pertimbangan

pemberian opini BPK, yang berimplikasi secara praktis bagi pemerintah daerah
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dalam melakukan pembenahan pengelolaan keuangan daerah. Rahayu dan Aryani
(2016) dengan judul penelitian Determinasi Temuan Pemeriksaan BPK-RI:
Perspektif Karakteristik Auditee dan Karakteristik Auditor, hasil penelitian ini
membuktikan bahwa diferensiasi fungsional, belanja modal, dan tipe pemerintah
daerah berpengaruh terhadap jumlah temuan BPK-RI dengan arah positif,
sementara ukuran pemerintah daerah, opini audit tahun sebelumnya, peringkat
pemerintah daerah, kecakapan profesional, dan gender berpengaruh terhadap
jumlah temuan BPK-RI dengan arah negatif. Setyaningrum dkk. (2015) dalam
penelitiannya yang berjudul Pengaruh Temuan Audit, Tindak lanjut Hasil
Pemeriksaan dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Opini Audit melalui
Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga, hasil penelitian
diantaranya menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan
temuan audit terhadap opini BPK pada kementerian dan lembaga, dan
merekomendasikan untuk melakukan penelitian pada pemerintah daerah. Gregg dan
Cercelle (2007) dengan judul artikelnya How to Audit a Company’s Compliance
Program, menyatakan bahwa tanggapan manajemen terhadap temuan audit, dan
rencana tindak lanjut yang tepat harus disertakan dalam laporan, dan pengujian
ulang harus dilakukan untuk menghindari efek yang berpotensi merugikan tanpa
tindakan perbaikan. Akbar dkk. (2016) dalam penelitian yang berjudul Factors
Affecting the Probability of Local Government Financial Statement to Get
Unqualified Opinion, menyimpulkan bahwa temuan auditor memberikan dampak
signifikan terhadap opini audit karena pemerintah harus menerapkan tata kelola
keuangan yang baik sehingga semakin sedikit temuan/rekomendasi yang diberikan
oleh auditor maka semakin baik, ada perbedaan yang signifikan antara pemerintah

daerah yang mendapatkan opini WTP dan non WTP. Opini Wajar Tanpa
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Pengecualian adalah salah satu indikator pengelolaan keuangan yang akuntabel.
Pemerintah daerah harus secara serius mempertimbangkan faktor-faktor yang
mempengaruhi perolehan opini WTP dari BPK, dalam penelitian ini secara empiris
dibuktikan temuan audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap probabilitas
memperoleh opini WTP. Augustine et.al (2013) dalam penelitian yang berjudul
Impact of Audit Evidence on Auditor’s Report, menyatakan bahwa kecukupan bukti
audit memiliki koefisien negatif namun dampaknya tidak signifikan terhadap opini
audit, sementara hasil berbeda didapat dalam penelitian yang dilakukan oleh
Niktaba dan Aslani (2015) berjudul The Effect of Audit Evidence on The Auditor’s
Report, menyatakan bahwa bukti audit memiliki pengaruh signifikan terhadap opini
audit. Lalu penelitian Setiyawati (2016) yang berjudul Effect of Weaknesses of the
Internal Control Systems And Noncompliance With Statutory Provisions on The
Audit opinion of The Audit Board of The Republic of Indonesia, menyimpulkan
bahwa kelemahan sistem pengendalian internal, dan ketidakpatuhan terhadap
ketentuan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah Daerah berpengaruh
terhadap opini BPK-RI.

Dari uraian tentang hasil beberapa penelitian terdahulu, maka sejalan
dengan pernyataan BPK dalam IHP 2014, bahwa efektifitas SPI dan kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan menjadi faktor penentu opini audit.
Fenomena yang penulis temukan sebagaimana diuraikan di atas yang kurang konsisten
dengan IHP-BPK 2014 dan kesimpulan penelitian terdahulu, menjadi salah satu alasan
penulis ingin melakukan pungujian hubungan antara temuan audit dengan opini audit,
dengan maksud mencari bukti empiris sejauh mana pengaruh temuan audit terhadap
opini pada pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan oleh

BPK. Berdasarkan latar belakang dan fenomena serta hasil beberapa
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penelitian terdahulu yang diuraikan di atas maka penulis tertarik melakukan
penelitian dengan judul “Pengaruh Jumlah Temuan Audit Terhadap Opini Audit

Kabupaten/Kota se-Sumatera”.

Perumusan Masalah

Dalam pengelolaan keuangan negara dituntut untuk senantiasa taat azas dan
cermat, sehingga selain mencegah kecurangan (fraud) juga mampu memberi
informasi untuk pengambilan keputusan, hal yang tidak kalah penting juga dapat
memberi prediksi atau perkiraan kedepan yang akurat sehingga membantu
menejemen dalam menyusun perencanaan. Laporan keuangan hendaknya dapat
disusun dan disajikan dengan baik, sesuai SAP, pelaksanaan pengelolaan keuangan
didukung SPI yang efektif, dan taat pada peraturan perundangan, serta informasi
keuangan juga dapat menyajikan kelemahan-kelemahan dan kekurangan yang perlu
diperbaiki atau ditingkatkan. Dalam membaca laporan keuangan pemerintah,
pengguna pada umumnya terfokus pada laporan keuangan saja atau opininya saja
namun kurang memperhatikan catatan dan temuan-temuan auditor serta
rekomendasinya, padahal informasi inilah yang sangat penting karena dapat
dijadikan indikator pengukuran kinerja pemerintah. Dari temuan ini dapat terlihat
pemerintah telah melakukan hal-hal yang lebih baik terkait pengelolaan keuangan
atau malah sebaliknya, data ini juga dapat menjadi alat untuk membandingkan antar
tahun atau antar pemerintah daerah. Dengan memperhatikan uraian di atas maka
yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah jumlah temuan audit atas SPI pada pemerintah kabupaten/kota di

Sumatera berpengaruh terhadap opini auditor?
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2. Apakah jumlah temuan audit atas kepatuhan pada pemerintah kabupaten/kota di

Sumatera berpengaruh terhadap opini auditor?

1.3 Tujuan Penelitian
Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pengujian secara empiris tentang
pengaruh temuan audit terhadap opini audit. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini
antara lain adalah:
1. Memberikan bukti empiris bahwa temuan audit atas SPI berpengaruh negatif
terhadap opini audit.
2. Memberikan bukti empiris bahwa jumlah temuan audit atas kepatuhan berpengaruh

negatif terhadap opini audit.

1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian yang dilakukan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah ini
diharapkan memberikan manfaat bagi banyak pihak, yaitu:
1 Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan
kepada peneliti mengenai pengaruh temuan audit atas SPI dan kepatuhan, terhadap

opini auditor.

2 Bagi Pemerintah Daerah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam hal informasi
empiris bagi Pemerintah Daerah tentang pentingnya sistem pengendalian internal
yang baik dan azas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam
melaksanakan tata kelola keuangan negara sehingga dapat menekan kesalahan

menjadi seminimal mungkin.
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3 Bagi Peneliti Yang Akan Datang
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam
pengembangan teori akutansi khususnya akutansi sektor publik dan dapat dijadikan

bahan referensi dan perbandingan penelitian lainnya di masa yang akan datang.
4 Bagi BPK-RI

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk dipertimbangkan dalam rangka

evaluasi standar pemeriksaan keuangan negara.



BAB I1
KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Kerangka Teoritis
2.1.1 Teori Keagenan (Agenci Theory)

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan di dalam teori
agensi (agency theory) bahwa:
“perusahaan merupakan kumpulan kontrak (nexus of contract) antara pemilik

sumber daya ekonomis (principal) dan manajer (agent) yang mengurus
penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut”.

Teori yang menjelaskan hubungan prinsipal dan agen ini salah satunya berakar
pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Teori
prinsipal-agen menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu,
kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak (principal) membuat suatu kontrak,
baik secara implisit maupun eksplisit, dengan pihak lain (agent) dengan harapan
bahwa agen akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang dinginkan oleh

prinsipal (dalam hal ini terjadi pendelegasian wewenang).

Menurut Meisser, et al., (2006) dijelaskan hubungan keagenan ini
mengakibatkan dua permasalahan yaitu :
“ terjadinya informasi asimetris (information asymmetry), dimana manajemen
secara umum memiliki lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan yang
sebenarya dan posisi operasi entitas dari pemilik dan terjadinya konflik
kepentingan (conflict of interest) akibat ketidak samaan tujuan, dimana
manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik”.

Menurut Lupia & Mc Cubbins (2000), di dalam demokrasi modern

setidaknya terdapat empat ciri pendelegasian yakni:
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“(1) adanya prinsipal dan agen, (2) kemungkinan terjadinya konflik kepentingan,
(3) adanya asimetri informasi, dan (4) prinsipal kemungkinan dapat mengurangi
masalah keagenan”.

Dalam Halim (2006) di paparkan bahwa prinsipal sendiri harus
mengeluarkan biaya (costs) untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam
memonitor kinerja agents dan untuk menentukan struktur insentif dan monitoring
yang efisien. Dalam hubungan keagenan di pemerintahan antara eksekutif dan
legislatif, eksekutif adalah agen dan legislatif adalah prinsipal, di antara prinsipal
dan agen senantiasa terjadi masalah keagenan, oleh karena itu, persoalan yang
sering timbul di antara eksekutif dan legislatif juga merupakan persoalan
keagenan. Masalah yang dihadapi legislatif dapat diartikan sebagai fenomena
yang disebut agency problems. Masalah keagenan paling tidak melibatkan dua
pihak, yakni prinsipal, yang memiliki otoritas untuk melakukan tindakan-
tindakan, dan agen, yang menerima pendelegasian otoritas dari prinsipal. Dalam
konteks pembuatan kebijakan oleh legislatif, legislatif adalah prinsipal yang
mendelegasikan kewenangan kepada agen seperti pemerintah atau panitia di
legislatif untuk membuat kebijakan baru. Hubungan keagenan di sini terjadi
setelah agen membuat usulan kebijakan dan berakhir setelah usulan tersebut

diterima atau ditolak (Halim, 2006).

Pada sektor publik asimetri informasi bisa saja terjadi antara pemerintah dengan
DPR atau rakyat. Pemerintah secara umum memiliki lebih banyak informasi, hal
ini dapat menimbulkan konflik kepentingan antara pemerintah dan DPR sebagai
wakil rakyat, sehingga untuk urusan pengelolaan keuangan pada sektor publik
pemerintah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPR (UU No.

17/2003). Eksekutif memiliki keunggulan dalam hal penguasaan informasi
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dibanding legislatif, keunggulan ini bersumber dari kondisi faktual bahwa
eksekutif adalah pelaksana semua fungsi pemerintah daerah dan berhubungan
langsung dengan masyarakat. Eksekutif memiliki pemahaman yang baik tentang
birokrasi dan administrasi serta peraturan perundang-undangan yang mendasari
seluruh aspek pemerintahan.

Adanya hubungan keagenan antara eksekutif sebagai agen (pelaksana) dan
legeslatif yang merupakan representasi dari rakyat (pemilik/principle) sehingga
diperlukan penyampaian pertanggungjawaban dari agen kepada principle dalam
bentuk laporan keuangan. Agar laporan keuangan tersebut dapat memberikan
keyakinan bagi pemangku kepentingan dan agar agen dapat memperoleh
legitimasi atas tugas yang telah dilaksanakan maka dibutuhkan auditor untuk
melakukan audit atas laporan keuangan (pertanggungjawaban). Agar audit
dilakukan secara objektif dan profesional maka harus dilakukan oleh auditor yang
independen baik selaku pribadi maupun lembaga. Pada organisasi pemerintahan di
Indonesia telah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 lembaga yang dibentuk
dan diberi tugas oleh negara untuk mengaudit keuangan negara dan daerah adalah

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

2.1.2 Teori Legitimasi (Legitimacy Theory)
Pengertian legitimasi teori dikemukakan oleh O’Donovan (2002) yaitu :
“Legitimacy theory as the idea that in order for an organization to continue

operating successfully, it must act in a manner that society deems socially
acceptable”.

Dari pengertian di atas, legitimacy theory mengandung arti bahwa
organisasi/perusahaan secara berkesinambungan harus memastikan apakah

mereka telah beroperasi di dalam norma-norma yang dijunjung masyarakat dan
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memastikan bahwa aktivitas mereka bisa diterima pihak luar yaitu masyarakat
disekelilingnya (dilegitimasi).
Menurut Laan (2009) dalam Setiawati (2012) bahwa:

“Teori legitimasi menggunakan motivasi untuk mendapatkan pengesahan atau
penerimaan dari masyarakat”.

Lebih lanjut, Ashforth and Gibbs (1990) menjelaskan bahwa:

“legitimasi merupakan proses bagaimana suatu entitas pelaporan berusaha
memperoleh, menjaga atau memelihara, dan memperbaiki legitimasi organisasi di
mata para stakeholdernya”.

Dalam konteks penelitian ini, dengan mempertimbangkan besarnya
kebutuhan Pemerintah Daerah terhadap legitimasi masyarakat dalam mendukung
pelaksanaan dan pembiayaan program pembangunan daerah maka pemerintah
daerah akan selalu berupaya untuk meningkatkan kredibilitas dan
akuntabilitasnya, terutama terkait dengan pengelolaan keuangan daerah yang
ditandai dengan pencapaian opini audit yang baik, sehingga aktifitas pemerintah
daerah dapat diterima dan mendapat pengesahan dari masyarakat. Selain dengan
berupaya mencapai opini yang baik pemerintah selalu berusaha menjaga
legitimasi dengan memperbaiki kinerja dengan berbagai indikator kinerja, capaian
kinerja yang baik senantiasa akan diekspose kepada masyarakat untuk memberi
informasi sekaligus menjaga kredibilitas pemerintah di mata masyarakat. Melalui
penyajian laporan keuangan dan hasil penilaian oleh pihak yang kompeten dan
dipercaya, pemerintah berusaha memperoleh, menjaga atau memelihara, dan
memperbaiki legitimasi organisasi di mata para stakeholdernya dalam hal ini ialah
masyarakat umum maupun perwakilan melalui DPR. Dengan opini auditor yang
baik atas laporan keungan dan didukung kinerja yang baik pula tentunya akan

meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga pertangungjawaban pemerintah
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daerah akan diterima dan disahkan oleh masyarakat melalui persetujuan wakil-
wakilnya di DPRD, dengan demikian legitimasi pemerintah di hadapan

masyarakat menjadi kuat.

2.1.3 Anggaran Sektor Publik
Pemeriksaan keuangan pada sektor publik dimulai dari anggaran. Anggaran
sektor publik pada Pemerintah Daerah meliputi anggaran pendapatan dan
anggaran belanja yang disingkat dengan APBD. Menurut Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Keuangan Daerah APBD adalah:
“rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui

bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan
daerah”.

Anggaran menjadi salah satu instrumen atau alat ukur pemeriksaan di dalam
keuangan sektor publik, karena selain sebagai indikator kinerja, anggaran menjadi
pedoman dalam melakukan belanja. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun

2006, tentang pedoman penegelolaan keuangan daerah, disebutkan bahwa:

“belanja dapat dilakukan apabila anggarannya tersedia dan mencukupi”.

Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan
masyarakat, seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan, dan
sebagainya agar terjamin secara layak. Anggaran merupakan acuan kegiatan yang
akan dilaksanakan dan tindakan akan diwujudkan di masa yang akan datang.

Definisi anggaran menurut Mahmudi (2011):

“Anggaran adalah merupakan blue print organisasi tentang program dan kegiatan
yang akan dilaksanakan serta masa depan yang akan diwujudkan”.

Menurut Nordiawan dkk. (2007):

“Anggaran adalah suatu pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak
dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial ”.
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2.1.4 Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik tidak hanya berbicara laporan keuangan, tapi
dimulai dari penganggaran (APBN/APBD), pelaksanaan yaitu pelaksanaan
anggaran pendapatan dan belanja serta pembiayaan, penatausahaan baik
pendapatan maupun belanja, lalu pelaporan dan evaluasi. Dalam hal pelaksanaan
penerapan akuntansi sektor publik di Indonesia, sebagian besar dilandasi oleh
teori regulasi, yaitu teori berdasarkan ketetapan peraturan perundangan yang
dikeluarkan oleh otoritas pemerintah baik pusat maupun daerah. Peraturan yang
mendasari pengelolaan keuangan sektor publik diantaranya adalah Peraturan
Pemerintah No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri
No. 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan
paket peraturan perundangan yang mengatur secara sistematis pengelolaan
keuangan daerah, dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan
dan pertanggungjawaban. Dalam hal pertanggungjawaban khusus pelaporan
keuangan telah dilengkapi pula dengan pedoman standar akuntansi pemerintahan
(SAP) yaitu Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, sebagai penganti Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mendefinisikan laporan keuangan yaitu:

“sebagai suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang menyertainya (bila
ada), yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi
(aktiva) dan/atau kewajiban suatu entitas pemerintah pada saat tertentu atau
perubahan atas aktiva dan/atau kewajiban selama suatu periode tertentu sesuai
dengan standar akuntansi pemerintah”.
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Di dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan SAP,
terdapat tujuh jenis laporan keuangan yang wajib disajikan oleh pemerintah
daerah yaitu terdari:

a. Laporan realisasi anggaran adalah laporan tentang capaian anggaran atau
identik dengan laporan kinerja anggaran selama satu periode, dan dicatat
dengan basis akuntansi kas.

b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih, yaitu berisi perubahan posisi silpa
selama satu periode.

c. Laporan operasional, menyajikan pendapatan dan beban operasional selama
satu periode, bedanya dengan LRA, laporan operasioanal dicatat dengan basis
akrual.

d. Laporan perubahan ekuitas (LPE) menyajikan perubahan posisi kekayaan
bersih pada akhir periode.

e. Neraca menyajikan posisi keuangan/kekayaan pemerintah daerah pada tanggal
tertentu, biasanya per 31 Desember.

f. Laporan arus kas (LAK), menyajikan informasi tentang arus masuk kas dan
arus keluar kas selama satu periode.

g. Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan-penjelasan dan
pengungkapan-pengungkapan yang diperlukan untuk memperjelas informasi

atas angka-angka yang dimuat pada keenam laporan inti.
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2.1.5 Pemeriksaan Keuangan Daerah
Pemeriksaan atas LKPD merupakan salah satu tugas pokok BPK sebagai
implementasi dari UU 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara, dan UU 15/2006 tentang BPK. Di dalam UU
No15/2004 dikatakan bahwa:
“pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang
dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar

pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan
informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.”

Sedangkan yang dimaksud dengan opini menurut UU No15/2004 adalah:

“opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai
tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.”

Dalam pemeriksaan keuangan, BPK berfokus pada dua standar, yaitu standar
akuntansi yang tertuang dalam PP 71/2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan dan standar pemeriksaan yang tertuang dalam Peraturan BPK-RI
01/2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

Menurut UU 15/2004, hasil pemeriksaan BPK dituangkan dalam Laporan
Hasil Pemeriksaan (LHP). Hasil dari pemeriksaan tersebut berupa opini, temuan,
dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah. Dalam rangka
transparansi dan peningkatan partisipasi publik, setiap LHP yang sudah
disampaikan kepada lembaga perwakilan rakyat dinyatakan terbuka untuk umum.
Dengan demikian, publik dapat memperoleh kesempatan untuk mengetahui LHP

tersebut.
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2.1.6 Temuan Pemeriksaan (Audit)

Berdasarkan UU 15/2004, hasil pemeriksaan BPK-RI selain opini juga
dapat berupa catatan temuan, kesimpulan dan rekomendasi pemeriksaan. Dalam
laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas temuan pemeriksaan dibagi menjadi dua,
yaitu temuan atas kelemahan SPI dan temuan atas ketidakpatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan. Temuan atas SPI terbagi menjadi tiga kelompok
temuan, yaitu kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan,
kelemahan sistem pelaksanaan APBD, dan kelemahan struktur pengendalian
intern. Sementara temuan atas ketidakpatuhan terbagi menjadi lima klasifikasi
temuan, yaitu indikasi/potensi kerugian daerah, kekurangan penerimaan,
kelemahan administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan. Temuan SPI
diperoleh dari LHP atas SPI (Buku II LHP) dan temuan kepatuhan diperoleh dari
LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan (Buku III LHP)
yang diterbitkan bersamaan dengan diterbitkannya LHP atas Laporan Keuangan

(Buku I LHP) oleh BPK-RI.

2.1.7 Opini Auditor Laporan Keuangan Sektor Publik
Menurut Mahmudi (2011, p : 315) terdapat beberapa jenis audit pada
sektor publik yaitu:

“audit keuangan, audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit forensik, dan
audit sistem informasi. Audit keuangan adalah suatu proses yang sitematik untuk
memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif atas asersi manajemen
mengenai peristiwa dan tindakan ekonomi, kemudian membandingkan kesesuaian
asersi menejemen tersebut dengan kreteria yang telah ditetapkan dan
mengkomonikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.”
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Pelaksanaan audit terhadap LKPD merupakan perwujudan amanat
Undang-Undang No.15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara. BPK-RI selaku lembaga yang diperintah oleh
UUD 1945 sebagai instansi pemeriksa keuangan eksternal bagi keuangan
pemerintah, telah menerbitkan standar pemeriksaan sebagai acuan dalam
melaksanakan audit yaitu Peraturan BPK-RI No. 1 Tahun 2007 Tentang Standar
Pemeriksaan Keuangan Negara.

Pada buku laporan indek hasil pemeriksaan BPK tahun 2014 dijelaskan bahwa,
hasil audit disampaikan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang
memuat opini auditor, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa
mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan
yang antara lain didasarkan pada kreteria:

1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan

2. kecukupan pengungkapan (adequate disclousure)

3. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

4. efektifitas sistem pengendalian intern.

Dari pemeriksaan dan pengujian auditor hasil penilaiannya dituangkan di
dalam LHP dengan kemungkinan memperoleh satu diantara empat opini yaitu:
1. wajar tanpa pengecualian/WTP (unqualified opinion)

2. wajar dengan pengecualian/WDP (qualified opinion)

(98]

. tidak wajar/TW (adverse opinion)

>

tidak memberikan pendapat/TMP (disclaimer opinion)
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Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengujian pengaruh temuan

audit terhadap opini audit yang dilakukan oleh beberapa peneliti diringkas dalam

tabel berikut:

Tabel 2.1

Daftar Penelitian Terdahulu

Variabel/alat

pada Jurnal
Integeritas 2015.

Peneliti/Publikasi Judul . Sampel Hasil
analisis

Adelia Pramita Pengaruh Temuan | Opini BPK, Kementerian | Variabel temuan audit
Sari, Dwi Martani Audit, Tindak Temuan, Tindak | RI dan berpengaruh negatif
dan Dyah Lanjut Hasil lanjut, Kualitas Lembaga terhadap opini audit,
Styaningrum. Pemeriksaan dan SDM, setingkat artinya semakin banyak
2015. Kualitas SDM Disclousur/ uji kementerian temuan audit maka

Terhadap Opini regresi 2010-2013 peluang untuk
Jurnal Program Audit melalui memperoleh opini WTP
Pasca sarjana Tingkat semakin kecil.
limu Akuntansi Pengungkapan
Fakultas Ekonomi | Laporan Keuangan
dan Bisnis Kementerian/Lemb
Universitas aga
Indonesia
RM Syah Arief Analisis Audit Opini, temuan Pemerintah Penelitian ini
Atmaja W dan BPK RI Terkait kelemahan SPI, Provinsi di menunjukkan hasil
Agung Nur Kelemahan SPI, temuan ketidak Indonesia bahwa kelemahan sistem
Probohudono. Temuan patuhan dan 2011-2013 pengendalian akuntansi
2015. Ketidakpatuhan temuan kerugian dan pelaporan (SPAP),

dan Kerugian dan potensi ketidakpatuhan terhadap
Pusat Studi Negara kerugian negara / ketentuan peraturan
Transparansi uji regresi perundang-undangan
Publik dan Anti dan temuan kerugian
Korupsi Univesitas negara dapat
Sebelas Maret, mempengaruhi
dipublikasikan pertimbangan pemberian

opini BPK.
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Peneliti/Publikasi Judul Variabel/alat Sampel Hasil
analisis
Dwi Rahayu dan Determinasi Opini Pemerintah Hasil penelitian ini
Y. Anni Aryani. Temuan BPK,Ukuran Kabupaten membuktikan bahwa
2016. Pemeriksaan BPK- | pemerintah Kota di diferensiasi fungsional,
RI: Perspektif daerah, Opini Indonesia belanja modal, dan tipe
Karakteristik audit tahun Tahun 2013. | pemerintah daerah
Jurnal Simposium | Auditee dan sebelumnya, berpengaruh terhadap
Nasional Karakteristik Diferensiasi jumlah temuan BPK-RI
Akuntansi XIX, Auditor fungsional, dengan arah positif.
Lampung, 2016 Belanja modal, Sementara ukuran
Peringkat pemerintah daerah, opini
pemerintah audit tahun sebelumnya,
daerah, Latar peringkat pemerintah
belakang daerah, kecakapan
pendidikan, profesional, dan gender
Kecakapan berpengaruh terhadap
profesional/ uji jumlah temuan BPK-RI
regresi dengan arah negatif.
Rosmiaty Tarmizi, | Analisis Kinerja Rasio Pemerintah Kinerja Keuangan
Khairudin dan Ayu | Keuangan Kemandirian Kota Bandar | Pemerintah Daerah Kota
Jayadi. 2014 Pemerintah Daerah | Daerah, Rasio Lampung, Bandar Lampung setelah
Kota Bandar Efektivitas, LKPD Opini WTP berbeda
Jurnal Akuntansi Lampung sebelum | Rasio Efisiensi, sebelum dan | dengan sebelum Opini
& Keuangan dan sesudah Rasio Setelah WTP | WTP yang artinya

Volume 5, Nomor
2, September 2014

Memperoleh Opini
WTP

pertumbuhan dan
Rasio aktivitas/
uji t-test dua sisi

(2008 - 2012)

Kinerja Keuangan
Pemerintah Daerah Kota
Bandar Lampung,
setelah Opini WTP lebih
baik dari sebelum Opini
WTP

Dyah
Setyaningrum.
2012.

Jurnal akuntansi
Universitas
Indonesia

Analisis Faktor-
faktor yang
Mempengaruhi
Kualitas Audit
BPK-RI

kualitas audit
(nilai temuan),
Jenjang
Pendidikan,
Kecakapan
Profesional,
Pendidikan
Berkelanjutan,
Ukuran
Pemerintah
Daerah,
Kompleksitas
Pemerintah,
Kualitas Audit
Tahun Lalu,
Umur
Pemerintah
Daerah./Uji
regresi

Kabupaten/
kota di
Indonesia
Tahun 2009

Hasil penelitian ini
membuktikan bahwa
karakteristik auditor dan
karakteristik auditee
secara bersama-sama
mempengaruhi kualitas
audit. Namun pengujian
secara parsial
menunjukkan bahwa
karakteristik

auditor tidak
mempengaruhi kualitas
audit, untuk karakteristik
auditee hanya ukuran
pemerintah daerah yang
terbukti berpengaruh
negatif terhadap kualitas
audit.




Tabel 2.1 (lanjutan)

28

Peneliti/Publikasi Judul Variabel/alat Sampel Hasil
analisis

Bahrullah Akbar, Factors Affecting Opini, Aset tetap, | Kabupaten/ Rekomendasi/temuan

Moermahadi the Probability of | temuan audit, kota wilayah | auditor memberikan

Soerja Djanegara, Local Government | tindak lanjut, Indonesia dampak signifikan

Achmad Djazuli, Financial total belanja Timur terhadap opini audit

Bambang Statement to Get hibah/ Uji karena semakin sedikit

Pamungkas, Sri Unqualified regresi rekomendasi yang

Mulyani. 2016 Opinion diberikan oleh auditor
maka semakin baik.

Jurnal The IAFOR

International

Conference on the

Social Science —

Dubai, Official

Conference

Proceedings, The

International

Academic Forum,

www.iafor.org

Augustine, O. Impact of Audit Laporan auditor | auditor dan bukti audit memiliki

Enofe, Chijioke
Mgbame, Lucky,
G. Odeyile &
Kinglsey Kuegbe.
2013.

Research Journal of
Finance and
Accounting, ISSN
2222-1697, ISSN
2222-2847, Vol 4,

Evidence on
Auditor’S Report

(opini), bukti
audit, keandalan
bukti audit /Uji
regresi

laporan audit
perusahaan
yang
terdaftar di
lantai bursa
Nigeria
(NSE)
(jumlah
sampel 70)

koefisien negatif namun
dampak yang tidak
signifikan dan variabel
keandalan bukti audit
memiliki tanda koefisien
positif tapi tidak
signifikan terhadap
laporan audit (opini).

No.13, 2013.

www.liste.org

Akram Niktaba, The Effect Of Audit | Laporan auditor auditor resmi | Bukti audit memiliki

Azim Aslani. Evidence On The (opini), bukti di Iran pengaruh signifikan dan

2015. Auditor’s Report audit yang (jumlah kemudian bukti audit
memadai, sampel 150) yang dapat diandalkan

International keandalan bukti merupakan faktor yang

Journal of audit/ Uji regresi mempengaruhi laporan

Accounting audit (opini auditor),

Research Vol. 2, bukti dapat

No. 6, 2015

Publisher: ZARSMI,
UAE, and Regent
Business School,
South Africa

memodifikasi laporan
audit.

Hari Setiyawati.
2016.

Int. Journal of
Engineering
Research and
Application, ISSN :
2248-9622, Vol. 6,
Issue 9, ( Part -5)
September 2016,
pp.01-06.
www.ljera.com

Effect of
Weaknesses of the
Internal Control
Systems And
Noncompliance
With Statutory
Provisions on The
Audit opinion of
The Audit Board of
The Republic of
Indonesia

Opini auditor,
kelemahan SPI,
ketidakpatuhan
pada perundang-
undangan/ Uji
regresi logit

Pemda DKI
dan Jawa
Barat

Kelemahan sistem
pengendalian internal,
dan ketidakpatuhan
terhadap ketentuan
perundang-undangan di
lingkungan Pemerintah
Daerah berpengaruh
terhadap opini BPKRI
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No.4, 2015.
www.iiste.org

Peneliti/Publikasi Judul Variabel/alat Sampel Hasil
analisis

Yulius Simon, The Role Of Kuwalitas Pemda di Sistem pengendalian
Mahfud Apparatus laporan Kepulauan internal secara langsung
Nurnajamuddin, Competence, keuangan, SPI, selayar berpengaruh positif dan
Masdar Mas'ud, Internal Control tatakelola signifikan terhadap good
Muhamad Su’un. System On Good pemerintahan, governance. Sistem
2016. Governance And kompetensi pengendalian intern

The Quality Of aparatur/ Uji yang lebih baik
Journal of Arts, Financial Structural berdampak pada
Science & Statement Equation peningkatan penerapan
Commerce. Information. Modeling tata pemerintahan yang
E-ISSN 2229-4686 (SEM) baik. Sistem
ISSN 22.3 1-4172. pengendalian internal
International perlu ditingkatkan
Refereed Research sehingga dapat
Journal, . . .
. researcherswo menghasilkan informasi
rid.com . Vol.— VII, laporan keuangan yang
Issue — 4, Oct. 2016 relevan, dapat

diandalkan, sebanding.

Dadang Suwanda. | Factors Affecting Kuwalitas Pemda Variabel Standar
2015. Quality of Local laporan Kabupaten/ Akuntansi Pemerintahan

Government keuangan, kota di Jawa dan Komitmen

Financial aplikasi SAP, Barat Organisasi berpengaruh
Research Journal of | Statements to Get Kuwalitas SDM, positif dan signifikan,
Finance and Unqualified SPI, Komitmen, sedangkan kualitas
Accounting , ISSN | Opinion of Audit | TI/ Uji Regresi Sumber Daya Manusia,
2222-1697 (Paper) | Board of the Implementasi Sistem
ISSN 2222-2847 Republic of Pengendalian Intern dan
(Online), Vol.6, Indonesia Pemanfaatan Teknologi

Informasi memiliki efek
positif namun tidak
signifikan terhadap
kualitas laporan
keuangan pemerintah
daerah.

2.3 Kerangka Konseptual Penelitian

Dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota

selalu berpedoman dengan standar akuntasi pemerintahan yang ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Periode laporan keuangan adalah 1

januari sampai dengan 31 Desember untuk LRA, LO, Arus Kas, LPE dan untuk

neraca dan LPSAL mengunakan periode per 31 Desember. Menurut ketentuan

peraturan perundangan LKPD harus diaudit oleh BPK-RI paling lambat bulan

keempat setelah tahun anggaran berakhir artinya sebelum bulan April LKPD harus




disampaikan kepada BPK, karena waktu yang dibutuhkan oleh BPK minimal 40
hari kalender untuk menyelesaikan audit.

Menurut Peraturan BPK-RI No. 1 Tahun 2007 Tentang Standar
Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), yang dimaksud pemeriksaan (auditing)
adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara
independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk
menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara disebutkan
bahwa hasil pemeriksaan atas laporan keuangan memuat opini auditor. Menurut
buku indek hasil pemeriksaan BPK tahun 2014, terdapat empat (4) jenis opini audit
yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas hasil pemeriksaan
Laporan Keuangan Pemerintah (LKP). Masing-masing opini tersebut sebagai
berikut:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion)

Opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion) adalah opini yang
menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara
wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas
entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di
Indonesia. Mahmudi (2011 : p. 316) menjelaskan bahwa opini yang paling baik
adalah wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), opini wajar tanpa
pengecualian diberikan karena auditor meyakini bahwa laporan keuangan telah

disajikan secara wajar untuk semua pos (akun) dan telah bebas dari kesalahan-
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kesalahan penyajian yang material serta tidak ada penyimpangan dari SAP.
Keyakinan auditor tersebut berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan.

2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion)
Opini wajar dengan pengecualian menunjukan bahwa sebagian besar pos dalam
laporan keuangan, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut
telah disajikan secara wajar terbebas dari salah saji material dan sesuai dengan
prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, namun untuk pos-pos
tertentu disajikan secara tidak wajar, sehingga perlu penyesuaian agar menjadi
wajar.

3. Opini Tidak Wajar (Adversed Opinion)
Opini tidak wajar adalah opini yang menyatakan bahwa laporan keuangan
entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar dan tidak sesuai dengan
standar akuntansi pemerintahan, terdapat dengan nyata adanya salah saji yang
material dan tidak sesuai SAP. Keadaan seperti ini bisa terjadi karena buruknya
sistem pengendalian internal dan sistem akuntansi yang ada (Mahmudi, 2011).

4. Pernyataan Menolak Memberikan Opini (Disclaimer Opinion)
Pernyataan menolak memberikan opini adalah opini yang menyatakan bahwa
auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Mahmudi (2011)
menjelaskan bahwa auditor tidak dapat menyatakan pendapat atas hasil audit
laporan keuangan karena dua alasan, yaitu auditor terganggu independensinya

dan auditor dibatasi untuk mengakses data tertentu.

Menurut BPK-RI dalam laporan indek hasil pemeriksaan 2014 bahwa opini audit
merupakan hasil pengujian dan pemeriksaan secara profesional dengan melibatkan

tenaga-tenaga profesional, terampil dan ahli, tentunya opini tersebut memiliki
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makna sesuai dengan tingkat opini yang diperoleh. Opini WTP memiliki makna
lebih baik dari pada opini yang tidak WTP. Dijelaskan pula bahwa opini auditor
akan menjadi penilaian publik terhadap kredibilitas dan kehandalan informasi yang
terkandung dalam suatu laporan keuangan. Opini auditor adalah gambaran hasil
pemeriksaan secara keseluruhan LKPD, baik kesesuaian dengan SAP, efektivitas
SPI, kepatuhan, maupun pengungkapan. Dari hasil penelitian sebelumnya besar
atau kecilnya temuan audit baik itu SPI maupun kepatuhan dapat mempengaruhi

opini BPK.

Menurut Setiyawati (2016) bahwa kelemahan sistem pengendalian internal
terhadap entitas pelaporan dan akuntansi di lingkungan pemerintah daerah dan
ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan tentang entitas pelaporan
dan akuntansi di lingkungan pemerintah daerah berpengaruh terhadap opini audit
BPK-RI. Lalu dalam penelitiannya Akbar dkk. (2016), secara empiris membuktikan
bahwa temuan audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap probabilitas

memperoleh opini WTP.

Dari uraian tersebut diatas, maka dapat dibuatkan kerangka pikir tentang
pengaruh temuan audit terhadap opini audit pada pemerintah kabupaten/kota di
sumatera atas audit LKPD tahun 2015 seperti tampak pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual Penelitian

Temuan Pemeriksaan SPI (X1)

Opini Auditor (Y)

Temuan Pemeriksaan Kepatuhan
Terhadap Peraturan Perundangan (X2)
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Dari kerangka konseptual penelitian diatas, makna masing-masing variabel bebas
dapat dijelaskan sebagai berikut:

Temuan atas pemeriksaan SPI adalah kesimpulan pemeriksaan atas kelemahan-
kelemahan pengendalian intern, yang dihitung adalah jumlah kasus. Temuan
pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan adalah kesimpulan
pemeriksaan atas pelanggaran-pelanggaran terhadap regulasi atau peraturan
perundangan yang berlaku dalam hal pengelolaan keuangan negara, yang dihitung

dengan cara membandingkan jumlah nominal temuan dengan total realisasi belanja.

2.4 Pengembangan Hipotesis
Opini wajar tanpa pengecualian merupakan pendapat yang paling tinggi
dilihat dari kualitas laporan yang disajikan (Mahmudi, 2011). Hal ini berarti opini
selain WTP memiliki kualitas yang tidak lebih baik dari opini WTP. Dalam kualitas
laporan yang baik tentunya akan berisi informasi keuangan yang berkualitas pula,

dan harapannya memiliki tingkat kesalahan yang relative sedikit.

Pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP dianggap oleh pemerintah pusat
memiliki kinerja keuangan yang baik sehingga melalui kementerian keuangan
sampai dengan tahun 2015 memberikan penghargaan berupa bonus dalam bentuk
dana insentif daerah yang cukup besar bagi daerah yang memperoleh opini WTP,
sehingga pemerintah daerah pada umumnya sangat terobsesi mengejar opini WTP.
Menurut Sari dkk. (2015) variabel temuan audit berpengaruh negatif terhadap opini
audit, artinya semakin banyak temuan audit maka peluang untuk memperoleh opini
WTP semakin kecil. Atmaja dan Probohudono (2015) menyatakan bahwa

kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan (SPAP) dapat
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mempengaruhi pertimbangan pemberian opini BPK. Begitu juga hasil penelitian
Setiyawati (2016), yaitu kelemahan sistem pengendalian internal terhadap entitas
pelaporan dan akuntansi di lingkungan pemerintah daerah berpengaruh terhadap
opini audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Selain itu hasil
penelitian Simon dkk. (2016), menyatakan bahwa sistem pengendalian intern yang
lebih baik berdampak pada peningkatan penerapan tata pemerintahan yang baik.
Penulis berpendapat bahwa pemda yang memiliki pengendalian internal
yang lebih baik akan mengurangi munculnya permasalahan-permasalahan yang
berdampak pada sedikitnya jumlah temuan pemeriksaan yang dihasilkan BPK-RI,
jika jumlah temuannya makin sedikit maka kemungkinan opininya akan semakin
baik.
Dari uraian di atas, maka dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H1 : jumlah temuan audit atas SPI berpengaruh negatif terhadap opini audit

Dalam melaksanakan audit terhadap Pemerintah Daerah kabupaten/kota,
BPK melakukan uji petik terhadap transaksi-transaksi yang dilakukan selama satu
tahun anggaran. Pemeriksaan dilakukan dengan membandingkan praktik yang
dilakukan di lapangan dengan yang semestinya menurut peraturan perundangan
yang berlaku dalam tata kelola keuangan negara. Peraturan perundang-undangan di
bidang pengelolaan keuangan negara maupun dearah dijadikan acuan /standar BPK
dalam menilai praktik-praktik yang dilakukan oleh pemerintah daerah, apakah sudah
sesuai dengan pasal demi pasal peraturan perundangan tersebut. Jika ditemukan ketidak
sesuaian atau pelanggaran maka akan menjadi catatan sebagai temuan audit atas

ketidak patuhan, hal ini sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara, dimana
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audit terhadap keuangan negara salah satu yang diperiksa ialah kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian yang dilakukan Atmaja dan Probohudono (2015), menyimpulkan
bahwa ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan
temuan kerugian negara dapat mempengaruhi pertimbangan pemberian opini BPK,
sejalan juga dengan hasil penelitian Setiyawati (2016), yang menyimpulkan bahwa
ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan tentang entitas pelaporan
dan akuntansi di lingkungan pemerintah daerah berpengaruh terhadap opini audit

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Penulis berpendapat bahwa pemda yang melakukan pelanggaran terhadap
peraturan perundangan dalam pengelolaan keuangan negara maka akan munculnya
permasalahan-permasalahan yang berdampak pada tingginya jumlah temuan
pemeriksaan yang dihasilkan BPK-RI, jika jumlah temuannya makin tinggi maka
kemungkinan opininya akan semakin tidak baik.

Dari uraian di atas, maka dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H2 : jumlah temuan audit atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan berpengaruh negatif terhadap opini audit
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3.2

BAB III
METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Menurut Usman dan Akbar (2006), populasi ialah semua nilai baik hasil
perhitungan maupun pengukuran, baik kuantitatif maupun kualitatif, dari
karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas.
Sedangkan sampel adalah sebagian objek yang diambil dari keseluruhan objek

yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Notoatmojo, 2003).

Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah kabupaten/kota di
Indonesia. Sampel yang dipilih adalah kabupaten/kota se-sumatera yang memiliki
data laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2015 yang telah diaudit BPK-RI,
dan disajikan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK. Alasan
pemilihan sampel ini juga berdasarkan pertimbangan daerah kabupaten dan kota di
Sumatera memiliki karakteristik ekonomi dan geografis yang sama dan secara

teoritis dan empiris berbeda dengan Jawa — Bali (Abdullah dan Halim, 2003).

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari laporan
keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang didapat dari laporan hasil audit (LHP)
BPK - RI. Data yang digunakan adalah LHP tahun 2015, yang terdiri dari opini atas
LKPD, jumlah kasus temuan atas pemeriksaan SPI dan jumlah nilai temuan atas
pemeriksaan kepatuhan. Sumber data adalah soft copy LHP BPK-RI atas

pemeriksaan LKPD kabupaten/kota yang didapat dari BPK-RI kantor pusat.
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Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
teknik dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari
dan mengutip catatan-catatan yang diperoleh dari dokumen laporan keuangan
pemerintah daerah dan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI, buku-buku akuntansi
pemerintahan, jurnal, artikel dan peraturan perundangan yang terkait dengan
permasalahan yang diteliti. Jumlah sampel yang dipilih dalam penelitian berjumlah
sebanyak 146 kabupaten dan kota di pulau Sumatera, yang memenuhi syarat
sebagai sampel. Data penelitian yang terdiri dari opini hasil audit dikelompokan
dalam kategori opini WTP dan selain WTP, jumlah temuan SPI diproksikan dengan
jumlah kasus, dan jumlah temuan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan diproksikan dalam bentuk rasio materialitas nilai temuan yaitu jumlah
temuan dalam rupiah dibandingkan dengan nilai belanja APBD dikalikan 100.
Pengolahan data statistik menggunakan aplikasi SPSS (Statistical Package for

Social Science) versi 21.

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.3.1 Variabel Penelitian

Menurut Sekaran (2006), variabel adalah sesuatu yang dapat membedakan
atau membawa variasi pada nilai. Penelitian ini melibatkan dua variabel yaitu
variabel terikat dan variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang
mempengaruhi variabel terikat antara positif atau negatif. Variabel bebas dalam
penelitian ini adalah temuan audit atas pemeriksaan SPI dan temuan audit atas
pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada laporan
keuangan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera tahun anggaran 2015. Variabel

terikat (dependent variable) merupakan variabel yang menjadi pusat perhatian
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utama bagi peneliti (Sekaran, 2006), variabel ferikat dalam penelitian ini adalah
opini audit atas pemeriksaan LKPD pemerintah kabupaten/kota di Sumatera tahun

2015.

3.3.2 Definisi Operasional Variabel

Opini audit adalah gambaran hasil pemeriksaan secara keseluruhan tentang
LKPD yang diperiksa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
disebutkan bahwa terdapat empat (4) jenis opini audit yang diberikan oleh Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) atas hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah
(LKP), yaitu (a) wajar tanpa pengecualian, (b) wajar dengan pengecualian,
(c) tidak wajar, dan (d) menolak memberikan pendapat (disclaimer).
Dalam penelitian ini penulis memilih opini sebagai variabel dependen, opini audit
diukur dengan menggunakan kategori wajar tanpa pengecualian atau lainnya,
yaitu jika memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) diberi kode 1 (satu),
dan jika memperoleh opini selain wajar tanpa pengecualian (wajar dengan
pengecualian (WDP), tidak wajar (TW), tidak memberikan pendapat (TMP))
diberi kode 0 (nol). Pengukuran opini audit dengan membuat data kategori seperti
ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Setiyawati

(2016), dan Augustine, et.al. (2013).

Temuan atas SPI adalah temuan pemeriksaan atas sistem pengendalian
internal pemerintah daerah, diperoleh dari pengujian atas praktik-praktik yang
dilakukan apakah sudah memenubhi prinsip-prinsip pengendalian yang memadai,
baik terkait penatausahaan pelaksanaan APBD, pencatatan akuntansi dan

pelaporan maupun struktur organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya
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(BPK, 2014). Karena temuan atas pemeriksaan SPI sebagian besar hanya bersifat
pernyataan atau narasi dan tidak terdapat nominalnya maka dalam penelitian ini
temuan atas SPI dihitung berdasarkan jumlah kasus, hal ini sejalan dengan

penelitian Setiyawati (2016) dan Atmaja dan Probohudono (2015).

Temuan audit atas kepatuhan terhadap peraturan perundangan adalah
temuan audit atas peraktik-peraktik yang dilakukan yang melanggar ketentuan
peraturan perundangan. Temuan atas ketidakpatuhan terbagi menjadi lima
klasifikasi temuan, yaitu indikasi/potensi kerugian daerah, kekurangan
penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, dan ketidakefektifan.
Variabel temuan audit atas kepatuhan pada penelitian ini mengacu pada penelitian
Setiyawati (2016) dan penelitian Sudarsana dan Rahardjo (2013), namun dalam
penelitian ini temuan audit atas kepatuhan diukur bukan berdasarkan jumlah
kasus, tetapi dengan melihat tingkat materialitas nilai temuan, yaitu nilai temuan
audit (dalam rupiah) dibandingkan dengan total belanja lalu dikalikan seratus. Hal
ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Mustikarini dan Fitriasari (2012),
variabel temuan audit BPK atas kepatuhan dalam penelitian ini menggunakan
rumus :

. Jumlah temuan (dalam rupiah)
T dit atas kepatuh = 100
ermuan suctt atas kepatithan Total Realisasi Belanja Daerah x

Untuk definisi operasional masing-masing variabel bisa dilihat di Tabel 3.1

Tabel 3.1
Definisi Operasional dan Arah Hipotesis
Variabel Keterangan Ukuran Variabel Hipotesis
Y Opini BPK WTP = 1, tidak WTP (WDP TW, MMP) = 0
X1 Temuan SPI Jumlah item kasus -

X2 Temuan Kepatuhan (Jumlah temuan (Rp) : Total belanja) x 100 -
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3.4 Metode Analisis

3.4.1 Uji Regresi Logistik

Regresi logistik (logistic regression) merupakan suatu bentuk regresi
yang digunakan pada saat variabel tak bebas (dependent variabel) bersifat
kategorik, dan regresi logistik biner digunakan jika kategori pada variabel tak

bebas bersifat dikotomus, yaitu terdiri dari dua kategori (Asra dkk. 2017 : p. 54)

Dari 146 kabupaten/kota se-sumatera yang dijadikan sampel sebanyak
75 kabupaten/kota memperoleh opini WTP, 65 kabupaten/kota memperoleh
opini WDP, 6 kabupaten/kota memperoleh opini disclaimer, dan tidak satupun
yang memperoleh opini tidak wajar. Dari data tersebut terlihat secara dominan
perolehan opini didominasi oleh WTP dan WDP. Dalam penelitian ini penulis
menjadikan opini audit sebagai variabel terikat dan berusaha untuk mengukur
peluang atau kecendrungan suatu kabupaten/kota dalam memperoleh opin WTP
dari auditor. Karena yang ingin diketahui adalah peluang atau kecendrungan
maka analisis yang cocok adalah dengan analisis regresi logistik, dan untuk alat
analisis statistik ini, syaratnya yaitu variabel terikat penelitian harus dalam
bentuk data dikotomi atau dua kategorik. Untuk itu, penelitian ini membedakan
variabel terikat menjadi dua ketegori yaitu antara WTP dan Tidak WTP. Hasil
uji statisitik regresi logistik dapat meramal sejauh mana peluang pemerintah
daerah dapat memperoleh opini WTP, dilihat dari jumlah temuan audit, baik

temuan SPI maupun temuan kepatuhan.
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Langkah - langkah pengujian yang akan dilakukan adalah sebagai
berikut:

1. Variabel respon/dependent dikategorikan menjadi data dikotomi yakni O
dan 1.

2. Melakukan uji signifikansi model dengan melakukan uji keseluruhan,
untuk mengetahui apakah minimal ada satu variabel bebas yang
berpengaruh signifikan di dalam model. Hipotesis yang diuji dalam
pengujian signifikansi model ialah:

HO:B1=p2=0
H1 : minimal ada satu Bj #0 j=12

3. Uji kesesuaian model regresi logistik dilakukan untuk menguji layak atau
tidaknya model yang dihasilkan. Hipotesis yang digunakan adalah:
HO : model cocok

HI : model tidak cocok
Jika p-value < o maka HO ditolak, dan jika gagal tolak HO, maka model

cocok.

4. Dengan menggunakan variabel penjelas jumlah temuan audit atas SPI dan
temuan atas audit kepatuhan akan didapatkan model peluang persamaan
regresi logistik:

exp(P0 + X1 + [2X2)
1+ exp(B0 + BIXI + f2X2)

m(x) =
Dengan model transformasi logit bentuk model menjadi:

In( # )= (B0 + BIXI + f2X2)
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3.4.2 Pengujian Hipotesis

Pengujian secara statistik dilakukan dengan beberapa tahap seperti
diuraikan di atas, sebelum dilakukannya pengujian hipotesis. Data yang telah
dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan alat analisis statistik yaitu analisis

regresi logistik dengan model persamaan sebagai berikut:

In( 1’# )= (B0 + BIXI + B2X2)

Keterangan:

p = peluang/probabilita Y memperoleh opini WTP

X1 = Jumlah kasus atas temuan SPI

X2 = materialitas temuan atas kepatuhan (rasio temuan terhadap total belanja x 100)
0 = Kkonstanta

p1 p2 = Kkoefisien variabel independen

Dari model regresi logostik yang terbentuk maka selanjutnya dilakukan
pengujian Odss ratio yang merupakan ukuran untuk mengetahui pengaruh
variabel bebas terhadap kecenderungan atau peluang suatu kategori atau
perbandingan tingkat resiko relatif dua buah nilai variabel penjelas. Nilai odds
ratio ini yang menunjukan besar atau kecilnya pengaruh variabel bebas terhadap
peluang atau kecendrungan variabel terikatnya, sedangkan arah positif atau
negatif pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap varibel terikat dapat

dilihat dari tanda koofisien variabel bebas dalam model.



BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

51 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis pengolahan data sampel sebanyak 146
kabupaten/kota, dari total populasi yang berjumlah 499 kabupaten/kota di
Indonesia, dan pembahasan hasil statistik yang menghasilkan fakta empiris, serta
kajian teori dan peraturan perundangan yang terkait, dapat ditarik beberapa

kesimpulan sebagai berikut :

1. Temuan Sistem Pengendalian Internal dalam Pengelolaan keuangan negara
pada Pemerintah Daerah meliputi tiga kelompok temuan, yaitu kelemahan
sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pelaksanaan
APBD, dan kelemahan struktur pengendalian intern. Dari hasil pengujian
secara empiris terhadap 146 Pemerintah kabupaten/kota di Sumatera
didapatkan hasil bahwa, temuan atas sistem pengendalian intern berpengaruh
negative terhadap opini audit. Hal ini berarti semakin besar jumlah temuan
audit atas SPI pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera maka peluang
suatu pemerintah kabupaten/kota itu semakin kecil untuk memperoleh opini
WTP. Semakin buruk sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, sistem
pelaksanaan APBD, dan struktur pengendalian intern yang ditandai dengan
besarnya jumlah kasus temuan atas audit SPI, maka akan semakin kecil pula
peluang suatu pemerintah kabupaten/kota untuk dapat memperoleh opini

WTP.
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2. Temuan audit atas pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan meliputi indikasi kerugian daerah, potensi kerugian daerah,
kekurangan penerimaan, pemborosan, dan ketidakefektifan. Dari hasil
pengujian secara empiris terhadap 146 Pemerintah kabupaten/kota di
Sumatera didapatkan hasil bahwa temuan atas pemeriksaan kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan berpengaruh negative terhadap opini
audit. Hal ini berarti semakin besar jumlah temuan audit atas pemeriksaan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada pemerintah
kabupaten/kota di Sumatera, maka peluang suatu pemerintah kabupaten/kota
itu semakin kecil untuk memperoleh opini WTP. Semakin besar jumlah
temuan yang terkait dengan indikasi kerugian daerah, potensi kerugian
daerah, kekurangan penerimaan, pemborosan, dan ketidakefektifan maka
semakin kecil peluang suatu pemerintah kabupaten/kota itu untuk

memperoleh opini WTP.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Hasil penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan:

1. Penelitian ini hanya dilakukan dengan mengambil sampel di pulau Sumatera
walaupun jumlah sampel tergolong besar namun penyebaran pengambilan
sampel belum merata untuk seluruh wilayah Indonesia, sehingga belum
mewakili kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Hasil yang berbeda mungkin
akan terjadi apabila sampel yang digunakan diperluas dengan pengambilan

sampel yang dapat mewakili seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
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2. Variabel bebas dalam penelitian ini hanya dilakukan untuk dua variabel
bebas yaitu jumlah temuan atas pemeriksaan SPI dan jumlah temuan atas
pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, walaupun
hasil untuk kedua variabel ini berpengaruh terhadap opini audit BPK, namun
ada beberapa faktor lain yang mungkin mempengaruhi opini auditor yang
belum dijadikan variabel bebas dalam penelitian ini, hal ini disebabkan oleh
keterbatasan akses informasi untuk memperoleh data penelitian.

3. Masih sedikitnya referensi yang terpublikasi secara internasional terkait
dengan isu penelitian yang sejenis yang terjadi di negara lain yang lebih
maju, hal ini menyebabkan tidak banyak bahan pembanding dengan
penerapan di negara lain.

4. Walaupun hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian terdahulu yang
dilakukan oleh Probohudono (2015) dan Setiyawati (2016), namun
memunculkan adanya fenomena yang berbeda yang terjadi di beberapa
kabupaten/kota, dan belum dapat dijelaskan secara empiris mengapa adanya

fenomena tersebut.

5.3 Saran

Berdasarkan pada kesimpulan dan beberapa keterbatasan yang
ditemukan di atas, maka untuk perhatian bagi pemerintah daerah kabupaten/kota
baik yang telah memperoleh opini WTP, maupun yang belum berhasil
memperoleh opini WTP, dan untuk penelitian selanjutnya serta untuk lembaga

BPK-RI peneliti memberikan saran-saran berikut :
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1. Bagi pemerintah daerah kabupaten/kota yang telah memperoleh opini WTP
agar konsisten menerapkan SPI yang efektif dan meningkatkan kepatuhan
terhadap peraturan perundangan, sehingga opini WTP dapat dipertahankan
dan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara makin meningkat.

2. Bagi pemerintah daerah kabupaten/kota yang belum berhasil memperoleh
opini WTP agar memperbaiki SPI dan meningkatkan kepatuhan terhadap
peraturan perundangan, sehingga dapat meningkatkan peluang untuk
memperoleh opini WTP, dan pengelolaan keuangan negara dapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien.

3. Bagi penelitian selanjutnya untuk waktu yang akan datang, agar penelitian
yang sejenis dimungkinkan diperkaya dengan menambahkan sebaran sampel
yang lebih luas lagi, dan dapat menambahkan variabel bebas dalam
penelitiannya yang pada penelitian ini belum diteliti, sehingga hasil yang
diperoleh diharapkan dapat lebih akurat.

4. Bagi BPK jika dimungkinkan, di masa yang akan datang dalam penyusunan
standar pemeriksaan diharapkan untuk mengatur secara tegas syarat minimal
dan maksimal jumlah dan nilai temuan audit baik SPI maupun kepatuhan

dalam pemberian opini audit.

5.3 Implikasi
Hasil penelitian ini memberikan implikasi praktik bagi pemerintah
kabupaten/kota mengenai bagaimana pemeritah kabupaten/kota yang telah
memperoleh opini WTP untuk mempertahankan opini WTP tersebut, sementara
bagi pemerintah kabupaten kota yang belum memperoleh opini WTP

memberikan implikasi bagaimana cara meningkatkan peluang bagi mereka
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untuk dapat memperoleh opini WTP di waktu yang akan datang. Efektifitas SPI
dan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan secara empiris terbukti
berpengaruh terhadap opini audit. Dengan demikian memperbaiki SPI dan
meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundangan dalam pengelolaan
keuangan bagi kabupaten/kota, akan memperbesar peluang pemerintah
kabupaten/kota tersebut memperoleh opini WTP dari BPK pada saat LKPD
diaudit. Bagi BPK memberikan implikasi tentang bagaimana tindakan yang
sebaiknya dilakukan agar fenomena seperti yang penulis temukan dapat

diminimalisir.
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